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Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Mks
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara

pada tingkat pertama dalam persidanga" Hakim Tunggal telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hartati ibnti A Abu Dahlan, tempat dan tanggal lahir Makassar, 31 Januari
1976, agama lIslam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan Manggala DIm X Nomor 93 Blok 8,
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tahir,
S.H.., S.Hi., M.H.., Advokat yang berkantor di JIn Dg Tata
Komp. Hartaco Indah Blok 5c/4 Kel. Parangtambung Kec.
Tamalate Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Pengadilan
Agama Makassar dengan nomor: 161/SK/II/2020, tanggal
27 Februari 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon istri, calon suami, dan
orang tua calon suami dan telah memeriksa bukti surat serta para saksi
di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Februari
2020 vyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar
dengan Nomor 163/Pdt.P/2020/PA.Mks telah mengajukan permohonan

Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon/ anak pertama
Pemohon bernama Eliana Nurfitria Budiyanto binti Budiyanto, lahir Makassar
6 Desember 2002, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pelajar, t
empat tinggal kompleks pelangi raya/jalan Manggala DIm X Nomor 93 blok 8,
Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjunya dise
but calon mempelai wanita (calon istri), dengan calon mempelai pria (calon su
ami) bernama Hamzah Haris bin Dg Jufri, lahir Makassar 9 Juni 2001, agama
islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ojek motor on-line, tempat tinggal |
alan Tamangapa Raya lll, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota M
akassar, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencata
t Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar;

2. Bahwa diketahui anak kandung pemohon/ calon istri belum mencapai umur 1
9 (sembilan belas) tahun, yakni berumur 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan
dan calon suami belum juga cukup umur 19 (sembilan belas) tahun yakni ber
umur 18 (delapan belas) tahun 9 (sembilan) untuk layak menikah;

3. Bahwa telah mengakui anak kandung pemohon/ calon istri dengan calon su
ami pernah/ telah melakukan hubungan badan selayaknya sebagai suami-ist

ri sekitar bulan Juni 2019;

4. Bahwa calon istri telah menyatakan hanya calon suami saja melakukan hub

ungan badan selayaknya sebagai suami-istri;

5. Bahwa pada tanggal 3 September 2019, pemohon/ ibu kandung calon istri m
engantar calon istri ke Puskesmas Antang Perumnas Kota makassar untuk
berobat karena mengeluhkan sakit kepala, dan perut, serta tidak haid (telak du
a bulan), namun dokter yang memeriksa puskesmas menyampaikan itu biasa

haid telak (tidak diperiksa secara mendetail);

6. Bahwa pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020, pemohon/ Ibu kandung ca
lon istri menyaksikan pada calon istri perutnya ada kelainan, lalu disuruh dudu
k, pemohon/ibu kandung calon istri periksa perutnya dengan ditekan sedikit, te

rnyata perutnya keras dan diperiksa pada denyutan dileher, pemohon/ibu kan
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dung calon istri mencurigai/menduga calon istri hamil. lalu pemohon/ibu kand
ung calon istri bertanya tentang kehamilan, calon istri awalnya menyangkal, a
khirnya mengaku juga. untuk kepastiannya pemohon/ ibu kandung calon istri |

alu belikan testpack dan dicobakan hasilnya positif;

7. Bahwa atas pengakuan tanda kehamilan calon istri dan calon suami menga
kui atas perbuatannya, maka calon suami-calon istri sepakat menyampaikan
pihak keluarga dua pihak secepatnya;

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2002 sekitar pukul 13.00 wita sete
lah diketahui adanya tanda kehamilan calon istri, pemohon dan pihak keluarg
a calon istri, serta pihak keluarga calon suami melakukan musyawarah untuk
mufakat, sepakat untuk dinikahkan, telah berlangsung pada hari Senin tangg
al 27 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 wita bertempat rumah tempat tinggal pe

mohon/ calon istri;

9. Bahwa pihak keluarga calon mempelai wanita (calon istri) dan calon mempela
i pria (calon suami) menjadi harapan dapat membina keluarga sesuai tujuan p

erkawinan;

10. Bahwa untuk mengetahui kepastian kehamilan, pihak keluarga calon istri dan
pihak keluarga calon suami sepakat untuk diminta calon Istri segera memeriks
akan diri pada rumah sakit;

11. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 1 Februari 2020 pemohon/ibu kandung calon
istri mengantar calon Istri ke Rumah Sakit HERMINA Makassar beralamat jal
an Toddopuli Raya Timur, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Mak
assar tujuan pemeriksaan kehamilan, hasil pemeriksaan dinyatakan sedang p

ositif hamil;

12. Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 calon istri didampingi pemoh
on mengajukan permohonan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecama

tan Manggala namun mendapatkan penolakan;
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13. Bahwa alasan penolakan maksud di atas, Pemohon mengajukan permohona
n didpensasi nikah pada Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar untuk menda

patkan penetapan;

14. Bahwa ketentuan revisi Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, berbunyi; Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan w

anita hanya sudah mencapai umur 19 tahun ;

15. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tenta
ng Perkawinan, berbunyi; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ayat (1),
orangtua pihak pria/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kep
ada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukun

gyang cukup;

16. Bahwa bagi umat islam dispensasi nikah diperoleh berdasarkan penetapan, se
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tah
un 1975 Tentang Kewajiban Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama
Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Yang

Beragama Islam;

17. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 KHI yang berbunyi seorang
wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.

selanjutnya;

18. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) KHI yang berbunyi
perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsung

kan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

19. Bahwa dalam proses peradilan permohonan dispensasi kawin oleh Mahkama
h Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agun
g (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perm

ohonan Dispensasi Kawin.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
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1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Memberi dispensasi nikah kepada anak kandung pemohon/calon mempelai
wanita (calon istri) bernama Eliana Nurfitria Budiyanto binti Budiyanto
untuk menikah dengan calon mempelai pria (calon suami) bernama Hamza
h Haris bin Dg Jufri

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undanga
n yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
telah hadir sendiri, selanjutnya Hakim memberikan nasehat terkait Dispensasi
Kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada

permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya
tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di muka persidangan Pemohon menghadirkan anaknya
bernama Erliana Nurfitria Budiyanto binti Budiyanto, umur 17 (tujuh belas )
tahun, Agama Islam, tempat tinggal kompleks pelangi raya/jalan Manggala DIm X
Nomor 93 blok 8, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon sudah kenal dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri dan
sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah dan membina
rumah tangga;

- Bahwa anak Pemohon mengaku menjalin hubungan yang dalam dengan Ha
mzah Haris bin Dg Jufri

- Bahwa, anak Pemohon dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri tersebut tidak ada
hubungan famili dan juga tidak ada hubungan sesusuan;

- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Hamzah Haris bin Dg Jufri tersebut
sudah direstui oleh orang tua masing-masing;

Bahwa di muka persidangan, calon Suami bernama Hamzah Haris bin Dg J
ufri, berumur 18 (delapan belas) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP
agama Islam, pekerjaan ojek motor on-line, pendidikan terakhir SMP, tempat tingg
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al jalan Tamangapa Raya lll, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota
Makassar memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa sudah kenal dengan calon istrinya bernama Eliana Nurfitria binti
Budiyanto dan sudah saling mencintai dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hubungan mahram dengan Eliana Nurfitria binti Budiyanto
.dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa, rencana pernikahannya dengan Eliana Nurfitria binti Budiyanto
tersebut sudah direstui oleh orang tua masing-masing;
Bahwa ayah kandung dari Hamzah Haris bin Dg. Jufri yang bernama
Dg. Jufri di muka persidangan telah didengar keterangannya pada pokoknya
mengetahui hubungan cinta anaknya yang bernama Hamzah Haris dengan
Eliana Nurfitria  binti Budiyanto dan menyetujui keduanya melangsungkan
pernikahan dengan alasan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil

akibat perbuatan Hamzah Haris;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manggala Kota Makassar Nomor: B.94/KUA/21.1.2.05/pW.01/11/2020 2tan
ggal 3 Februari 2020 (bukti P-1);

2. Asli Surat Rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PP2TPA) Kota Makassar, nomor:
18/RN/P2TP2A-MKS/I1/2020, (bukti P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama A. Abu Dahlan, nomor:
7371120512032367, tanggal 23 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KOta Makassar,
bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Eliana Nurfitria nomor:
5779/UM/IKCS/2002, tanggal 16 Desember 2002, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, (bukti P-4);

5. Surat Keterangan, Dokter, Rumah Sakit Hermina Makassar, bermeterai

cukep dan telah dicocokkan aslinya,(bukti P-5
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B. Saksi:

1. Nama: Salim bin Dg. Jufri umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Penju
al ikan, tempat kediaman di Jalan Tamangapa Raya 3, No. 46, RT. 003,
RW. 001, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar di
bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai beri
kut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hartati binti A. Abu
Dahlan. dan mengenal Eliana Nurfitria binti Budiyanto sebagai anak
kandung Hartati binti A, Abu Dahlan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk
mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang
bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak
menikahkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto
namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala
Kota Makassar karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto belum berumur
19 (sembilan belas) tahun;;

- Bahwa saksi tahu Hamzah Haris bin Dg. Jufri telah menjalin
hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang
bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan
Hamzah Haris bin Dg. Jufri sangat mendesak untuk dilaksanakan
karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil akibat
perbuatan Hamzah Haris ;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan
Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. JUffri;

- Bahwa saksi tahu Eliana Nurfitria binti Budiyanto tidak mempunyai
hubungan mahram denganHamzah Haris bin Dg. Jufri dan tidak
pernah sesusuan;

- Bahwa saksi tahu Hasdar mempunyai penghasilan karena bekerja

sebagai tukang ojek
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2. Nama Zainal Arifin bin Sulaiman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan
Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kompleks Pelangi Raya, No. 11,
RT. 5, RW. 8 di bawah di bawah sumpahnya memberikan keterangan se
bagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Hartati binti A. Abu
Dahlan. dan mengenal Eliana Nurfitria binti Budiyanto sebagai anak
kandung Hartati binti A, Abu Dahlan;

- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama untuk
mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang
bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan dispensasi karena hendak
menikahkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto
namun ditolak Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Manggala
Kota Makassar karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto belum berumur
19 (sembilan belas) tahun;;

- Bahwa saksi tahu Hamzah Haris bin Dg. Jufri telah menjalin
hubungan cinta yang sangat dekat dengan seorang wanita yang
bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto ;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan
Hamzah Haris bin Dg. Jufri sangat mendesak untuk dilaksanakan
karena Eliana Nurfitria binti Budiyanto dalam keadaan hamil akibat
perbuatan Hamzah Haris ;

- Bahwa saksi tahu pihak keluarga sepakat untuk segera menikahkan
Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan Hamzah Haris bin Dg. JUffri;

- Bahwa saksi tahu Eliana Nurfitria binti Budiyanto tidak mempunyai
hubungan mahram denganHamzah Haris bin Dg. Jufri dan tidak
pernah sesusuan;

- Bahwa saksi tahu Hasdar mempunyai penghasilan karena bekerja
sebagai tukang ojek

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi
kawin dengan dalil pada pokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan
anaknya yang bernama Eliana Nurfitria binti Budiyanto dengan seorang laki
yang bernama Hamzah Haris bin Dg. Jufri namun pernikahan ditolak oleh pihak
Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dengan alasan
anak Pemohon yang Eliana Nurfitria binti Budiyanto belum mencapai umur 19
(sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan anak Pemohon, bernama
eliana Nurfitria binti Budiyanto sebagai calon istri telah didengar keterangannya
yang pada pokoknya menerangkan telah lama saling mengenal dan saling
mencintai dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Haris bin Dg. Jufri dan
sudah siap untuk membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang
sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Hamzah Haris bin Dg. JUfri
sebagai calon suami telah didengar keterangannya yang pada pokoknya
menerangkan telah lama saling mengenal dan saling mencintai denganEliana
Nurfitria binti Budiyanto dan sudah siap untuk membangun sebuah rumah
tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak
keluarga atau pihak lain.;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Dg. Jufri sebagai ayah
kandung dariHamzah Haris telah didengar keterangannya yang pada pokoknya
menerangkan bahwa anaknya bernama Hamzah Haris sudah lama saling
mengenal dan saling mencintai dengan Eliana Nurfitria dan sudah siap untuk
membangun sebuah rumah tangga melalui pernikahan yang sah tanpa ada

tekanan dan paksaan dari pihak keluarga atau pihak lain;
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Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin dapat dimohonkan dalam hal
adanya alasan dan atau keadaan yang sangat mendesak namun tetap
memperhatikan hak - hak anak Pemohon yang belum berumur 19 (sembilan
belas ) tahun sesuai petunjuk Perma RI Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil
permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5
dan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;;

Menimbang, bahwa bukti P1 (fotokopi Surat Penolakan), isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai penolakan perkawinan antara eliana Nurfitria
dengan Hamzah Haris bin Dg. Jufri dengan alasan Eliana Nurfitria Budiyanto
belum berumur 19 (sembilan belas) tahun sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Asli Surat Rekomendasi Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ) , isi bukti tersebut
menjelaskan bahwa Eliana Nurfitria Budiyanto dinyatakan hamil, sesuai Surat
Keterangan dari Rumah Sakit Hermina, Makassar dan berdasarkan hasil rapat
P2TP2A memberikan rekomendasi kepada Pemohon untuk kelengkapan
pengurusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Makassar;;

Menimbang, bahwa bukti P3 (fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan dalam
keluarga antara Pemohon dengan Eliana sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang
merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa
kelahiran anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri antara Budiyanto
dengan Hartati binti A. Dahlan Abu yang diberi Eliana Nurfitria lahir di
Makassar tanggal 6 Desember 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (fotokopi Keterangan Dokter) bukti tersebut
menerangkan bahwa pasien atas nama Eliana Nurfitria telah memeriksakan
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kehamilannya di rumah rumah Sakit Hermina, sehingga harus dinyatakan anak

Pemohon bernama Eliana Nurfitria Budiyanto dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa saksi 1 bernama Salim bin Dg. Jufri, sebagai
saudara kandung calon suami, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah
disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai rencana
perkawinan anak Pemohon yang bernama Eliana Nurfitria dengan Hamzah
Haris namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manggala karena Eliana Nurfitria belum memcapai batas minimal usia
perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Eliana
Nurfitria budiyanto dengan Hamzah Haris sudah menjalin hubungan cinta
yang sangat mendalam di luar batas sehingga Eliana Nurfitria Budiyanto dalam
keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris tersebut, selanjutnya
menerangkan bahwa pihak pihak keluarga masing-masing sudah merestui
rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana
perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian

dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 bernama Zainal Arifin bin Sulaiman sebagai
adik kandung Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
(1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai rencana
perkawinan anak Pemohon yang bernama Eliana Nurfitria dengan Hamzah
Haris namun ditolak oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan
Manggala karena Eliana Nurfitria belum memcapai batas minimal usia
perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, dan menerangkan bahwa Eliana
Nurfitria budiyanto dengan Hamzah Haris sudah menjalin hubungan cinta
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yang sangat mendalam di luar batas sehingga Eliana Nurfitria Budiyanto dalam
keadaan hamil akibat perbuatan Hamzah Haris tersebut, selanjutnya
menerangkan bahwa pihak pihak keluarga masing-masing sudah merestui
rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak keberatan atas rencana
perkawinan tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi
tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian
dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut pada pokoknya
telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan telah relevan dengan
dalil-dalil Pemohon, Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi telah terpenuhi, untuk diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang didukung oleh pengakuan
anak Pemohon di depan sidang yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan
saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

3 bahwa Pemohon dan orangtua calon suami. telah sepakat untuk
melangsung pernikahan antara Eiiana Nurfitria Budiyanto dengan Hamzah
Haris bin Jufri Dg.Nai;

4 bahwa anak Pemohon, bernama Eliana Nurfitria Budiyanto telah siap
secara fisik dan mental untuk menjadi istri dengan seorang laki-laki
bernama Hamzah Haris bin JUfri Dg. Nai;

5 bahwa, Hamzah Haris bin Dg. Hufri sebagai calon suami menyatakan tidak
ada paksaan dari pihak siapapun untuk melakukan pernikahan dengan
wanita idamannya tersebut, dan tidak mempunyai hubungan keluarga
kekerabatan dan tidak pernah sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis memandang adalah bijaksana dan untuk kemaslahatan apabila
Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anaknya yang bernama Eliana
Nurfitria binti Budiyanto dengan seorang laki-laki bernama Hamzah Haris bin
Jufri Dg. Nai dan oleh karenanya permohonan pemohon harus dinyatakan

beralasan dan berdasar hukum;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil
permohonannya dan oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk
dikabulkan sesuai maksud pasal maksud Pasal 7 ayat (1,2, dan 3) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan;;

Menimbang, berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan huum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Pemohon (Hartati ibnti A Abu Dahlan)
untuk mengawinkan anaknya yang bernama Eliana Nurfitria Budiyanto bi
nti Budiyanto di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang
laki-laki yang bernama Hamzah Haris bin Dg Juftri;

1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);. .

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 5 Februari
2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs.
H. Rahmat sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dan dibantu oleh Hj. Fatimah A

D, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Rahmat
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Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00

2 Pemberkasan / ATK Rp50.000,00

3 PNBP Panggilan Rp10.000,00

4 Panggilan Rp-0-

05 Redaksi Rp10.000,00

6 Meterai Rp6.000,00
Jumlah Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)
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